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1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Pasal 9 Tahun 2003 tentang Keuangan

= Negara, menyatakan bahwa Menteri sebagai pengguna anggaran/barang
= Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan
= Laporan Keuangan Kementerian Negara yang dipimpinnya sebagai bentuk
o pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Kementerian Kesehatan
=. mempunyai tugas menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
=~ dibantu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) melalui Sekretaris Jenderal. Untuk
- memperlancar operasionalnya memerlukan persediaan yang dicatat dalam neraca.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

% (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
= dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
— rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi barang konsumsi,
% amunisi, bahan  untik
= 219/PMK.05.2013 bt

pemeliharaan, ; suku .cadang. Menurut PMK
dersediaan diakui ketika potensi manfaat'ekonomi masa

B 1 Y 0ot iy dongan e, sera o

emilikannya-dan epenguasaannya berpindah. Nilai

atas perolehan persediaan tersebut harus didukung dengan dokumen sumber yang
= dapat diverifikasi kevalidannya, seperti faktur, kuitansi, Berita Acara Serah

Terima (BAST), atau SPP/SPM/SP2D.

Penatausahaan persediaan dilakukan melalui pengoperasian aplikasi
persediaan versi terbaru. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu
pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi
persediaan yaitu perolehan dan pemakaian. Persediaan diakui saat potensi manfaat
ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal. Pengukuran persediaan pada satker Pusdatin
menggunakan metode perpetual dengan system Harga Perolehan Terakhir (HTR).

Inventarisasi fisik (stock opname) sangat dibutuhkan untuk mengatur keluar
masuknya barang persediaan agar tidak terjadi penumpukan atau kekurangan
barang. Pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, stock opname
dilakukan per-minggu, per-bulan, dan per-tiga bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas
tentang “Perlakuan Akuntansi atas Persediaan pada Satuan Kerja Pusat Data dan
Informasi di Kementerian Kesehatan".



*gd| wizi bdun} undodp Hnjuaq WP 1Ul SiN3 DAIDY Yninjas N30 UpIBges HoAungiadua Upp unyNWNBUAW BUBID|I T

*ddl “ofom Bupd upbujuaday ubyibniaw Hopi3 undiznbuad °q

*yp[psow h3ons upbnplull 3o i3y ubsiinuad ‘upiodp| upunsnAuad ‘Yol PAIDY upsiinuad ‘ubiijduad ‘upyipipuad ubbuijuaday ynjun bAuby uondiznbuad ‘o

JJlaquuns uoningsAusw Uobp ubywnjuoduaw bduoy Ul sijN3 PAIOY Yninjas Nojo ubiboges dignbuswu BupIo|I] ‘L

Buopun-Buopun 1BUNpuIIq PIdID YOH

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari topik

laporan akhir ini adalah :

1.

2.

3

4.

Bagaimana klasifikasi atas persediaan pada satker Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan?

Bagaimana pengakuan dan pengukuran persediaan pada satker Pusat Data dan
fnformasi?

Bagaimana proses penerapan akuntansi persediaan di satker Pusat Data dan
thformasi?

Bagaimana proses pencatatan persediaan melalui aplikasi yang digunakan pada
%tker Pusat Data dan Informasi?

1.3 Tujuan

ninsu|) gdi Mw

Pada praktik kerja lapangan di Pusat Data dan Informasi Kementerian

Kesghatan ini, akan dipaparkan kajian tugas akhir yang bertujuan untuk:

=

N

3

4.

tansi=persediaan pada satker Rusat Data dan
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@(Ienguraikan klasifikasi
é]formasi.
Menguraikan pengakua
an Informasi.

Nlenguraikan proses penerapan akuntansi persediaan di satker Pusat Data dan
Informasi.

Menguraikan proses pencatatan persediaan melalui aplikasi persediaan yang
dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.

DY

A
~
~
3
z

T Eenere N
Soc0%

engukuranepersediaan) thadasatken ®Pusat Data

1.4 Manfaat

Hasil laporan akhir diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang
memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis.

1.““Manfaat Teoritis

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi
mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan. Disamping itu tugas akhir ini
diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber informasi yang terkandung
didalamnya.
Manfaat Praktis
a. Bagi Instansi
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan
bagi instansi dalam menguraikan tinjauan akuntansi atas persediaan.
b. Bagi Penulis
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Tugas akhir ini memberikan ilmu dan wawasan baru mengenai Klasifikasi
persediaan, proses pencatatan persediaan, penerapan persediaan, serta
pencatatan persediaan melalui aplikasi.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah

Menurut Hans Kartikahadi et al. (2016:3) akuntansi ialah sistem informasi
keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang
relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka
menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas
pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak

College of Vocational Studies

2.2 Definisi Persediaan

Menurut PSAP 5 persediaan adalah barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintahan.

Pada pengertian di atas, dapat dikatan bahwa persediaan di entitas
pemerintahan mencakup:

1. Barang yang dibeli dan disimpan untuk digunakan (supplies), misalnya barang
habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), bahan pembersih, dan barang tah
habis pakai, seperti lampu, gunting, dll.

2. Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka

kegiatan pemerintahan. Contoh: ATK, Komputer supplies/tinta.

3. Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis.

2.3 Pengakuan Persediaan



